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bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengan; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indoneisa Nomor 5495) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indoneisa Nomor 5679); 
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Pasal 1 

Datum Peraturan 13upati ini yang dirnaksud dcngan: 
I. Pemerintah Daerah adalah Kcpala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pcmerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom. 

2. Kepala Daerah adalah Gubemur .Jawa Tengah dan/atau 
Bupati Grobogan. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kepala 
Daerah clan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah dalarn 
penyelenggaraan Urusan Pcmcrintahan yang menjadi 
kewenangan. 

4. Carnat adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperolch pelimpahan kcwenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otoriomi 
daerah, dan mcnyclenggarakan tugas umum 
pemerintahan di daerah. 

DAB l 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN OELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana.an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimna 
telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan 
Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
kcdua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Orobogan Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Orobogan 
Tahun 2016 Nomor 8); 

Menetapkan 



5. Anggaran Pendapatan dan Belanj1:1 Daerah, sclanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemcrintah dacrah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan pcraturan 
daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang bcrwenang untuk mcngatur 
dan rncngurus kepentingan masyarakat seternpat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat scternpat yang 
diakui dan dihorrnati dalarn sistcrn Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah pcnyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepenringan rnasyarakat setcrnpat 
dalarn sistem pemerintahan Negara Kesaruan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Dcsa adalah Kcpala Dcsa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Perncrintahan Dcsa. 

9. Kcpala Desa adalah Pejabat Pcmcrinlah Dcsa yang 
mernpunyai wewenang, tugas dan kcwajiban urituk 
menyclcnggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pcmerintah clan Perncrintah 
Dae rah. 

IO. 13adan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah Iernbaga yang rnelaksanakan 
fungsi. pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara dernokratis. 

11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lcmbaga yang dibcntuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pernerintah desa dalarn 
memberdayakan masyarakat. 

12. Pcraturan Dcsa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa sctelah dibahas dan 
disepakati bersarna BPD. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dcngan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dcngan 
pelaksanaan hak dan kcwajiban Dcsa. 

14. Pengelolaan Kcuangan Dcsa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan. dan pertanggungjawaban 
keuangan dcsa. 

15. Rencana Kerja Pcmerintah Dcsa yang selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa yang selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana kcuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 



(1) Pedoman penyusunan APB Dcsa Tahun Anggaran 2018, 
meliputi: 

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemcrintah Dcsa dcngan 
Kebijakan Pemerintah Dacrah ; 

b. Prinsip Penyusunan APB Desa; 
c. Kebijakan Penyusunon APBDcsa; 
d, Teknis Penyusunan APB Desa; dan 
e. Hal-hal Khusus Lainnya. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Dcsa Tahun Anggaran 
2018 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tcrcanturn dalarn 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

17. Pedoman Penyusunan APBi.>esa. adalah pokok-pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemcrintah 
Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan 
APBDesa. 

18. Sadan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Dcaa, 
adalah badan usaha yang seluruh atau scbagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kckayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

19. Dana Desa adalah dana yang bersumbcr dari anggaran 
pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui anggaran pendapaian dan 
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemcrintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pcmbinaan kernasyarakatan, dan 
pemberdayaan rnasyarakat. 

20. Alokasi Dana Deso yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang direrirna Kabupatcn 
Grobogan dalarn APBD Kabupaten Orobogan setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Bclanja Negara, APBD Provinsi 
Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Grobogan. 

22. Dokurnen pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya 
disebut DP-APBDes ada!ah dokumen yang memuat 
rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian 
pcrnbiayaan merupakan penjabaran APBDesa yang 
ditetapkan dalam Peraturan Kcpala Dcsa, digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Dcsa, 
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Pasal 3 



I. Sinkroniaasl Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintab 
Daerab 

Dalam rangka untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional 
tahun 2018, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan 
pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan 
sinkronisasi program dan kegiatan, perlu adanya keterkaitan antara sasaran 
program dan kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk mencapai 
sinergitas sesuai dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka 
untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional 
dimaksud, perencanaan dan pcmbangunan desa yang dituangkan dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) berpcdoman pada 
tujuan, sasaran, kebijakan dan prioritas program nasional dan Pemcrintah 
Daerah baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan penjabarar, 
tahun keernpat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015· 
2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. 
Penyusunan RKP merupakan upaya dalam mcnjaga kesinambungan 
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh rnasing 
masing maupun seluruh komponen bangsa dengan mcmanfaatkan berbagai 
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel 
dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 
secara berkelanjutan. 

Penyusunan RKP Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan Tematik, Holistik, lntegratif, dan Spasial, serta kebijakan 
anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara 
memastikan hanya program yang benar-benar berrnanfaat yang dialokasikan, 
Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional 
memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui 
pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas/kegiatan prioritas yang 
dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman 
bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 
2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPDJ. RKPD digunakan sebagai 
pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) digunakan sebagai pedoman 
dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018. 

Berdasarkan hat tersebut, mengingat keberhasilan pencapaian 
prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada 
sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka pemerintah 
desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional 
tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 
TAHUN ANOGARAN 2018 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 
31 TAHUN 2017 
TENT ANO PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2018 



Rencana Kerja Pemcrintah Tahun 2015 tel ah disahkan melalui Pcrpres 
Nomor 43 Tahun 2014, disusun oleh Kabinet Indonesia Bersaru 11 dengan 
tema Melanjutkan Reforrnasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang 
Berkeadilan sebagairnana telah diubah dengan Perpres Nemer 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan RKP 20 l 5, menitikberatkan pada pembangunan 
infrastruktur. RKP T'ahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMH 
2015-2019 disusun dcngan terna Mempcrccpat Pembangunan Infrastruktur 
untuk Memperkuat Foridasi Pembangunan yang Bcrkualitas. Untuk mcnjaga 
kesinarnbungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema 
Memacu Pcmbangunan [nfrascruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan 
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan 
Antarwilayah. setaojumva, RKP Tahun 2018 disusun dengan terna 
"Memacu lnvestasi dan Infrast:ruktur untuk Pertumbuhan dan 
Pemerataan". 

Strategi pembangunan nasional Tahun 2018 dirumuskan dalarn tiga 
bagian : (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas 
pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimcnsi pembangunan dan 
kondisi perlu; dan (3) Penckanan (fokus) tahunan yang tercerrnin dalam tema 
pembangunan. Adapun 3 (tiga) dimensi pembangunan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Dimensi Pembangunan Manusia, meliputi Revolusi Mental, Pendidikan, 

Kesehatan dan Perumahan. 
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi Kedaulatan Pangan, 

Kedaulatan Encrgi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, 
Pariwisata dan Jndustri. 

3. Dimensi Pernerataan dan Kewilayahan , rneliputi Antar Kelompok 
Pendapatan dan Antar Wilayah Desa, Piggiran, Luar Jawa dan Kawasan 
Timur. 

Berdasarkan lema dan sasaran pcmbangunan nasional tersebut, maka 
sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 adalah 
1. Pertumbuhan ekonorni sebesar 5,2 persen sarnpai dengan 5,6 persen; 
2. Pengangguran sebesar 5,0 pcrsen sarnpai dengan 5,3 persen; 
3. Angka Kemiskinan scbesar 9,5 perscn sampai dcngan 10 persen; 
4. Gini Ratio (Jndeks) sebesar 0,38; 
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebcsar 71,7. 
6. lndeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) sebcsar 4,0 perscn. 

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015- 
2019 adalah "TERWVJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, 
DAN BERKEPRJBADJAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Sebagai 
upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 
l. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kernandirian ekonomi dengan mengamankan sumbcr 
daya maritim, dan mcncerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 
kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum, 

3. Mewujudkan politik luar negeri bcbas-aktif dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 
6. Mewujudkan Indonesia menjadi ncgara marrtim yang mandiri, maju, 

kuat, dan bcrbasiskan kcpentingan nasional. 
7. Mewujudkan rnasyarakat yang berkepribadian dalarn kebudayaan. 



Selanjutnya, Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima 
pelaksanaan RPJMO l'rovinsi .Jawa Tcngah yang ditujukan untuk 
"Mewujudkan Kesejabteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan 
BeTdikari", dengan arah kebijakan rneliputi : 
l. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi 

unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya 

pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan 
pernberdayaan ekonomi mikro dan kccil untuk masyarakat miskin; 

3. Penguatan kualitas dan kornpctensi sumber daya manusia diberbagai 
bidang dan cakupan layanan sosial dasar; 

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan 
pertanian dalarn arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi 
secara berkelanjutan; 

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan 
keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan 
resiko bencana; 

6. Pemantapan penycleriggaraan tata kelola pernerintahan yang bersih dan 
baik, 

Semencara itu, visi Pembangunan .Jangka Mcnengah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2016-202 I adalah "Terwujudnya MasyaTakat Kabupaten 
Grobogan yang SejahteTa Secara Utuh dan Menyeluruh". Untuk mencapai 
visi tersebut ditetapkan 9 [sernbilan] misi yaitu : 
1. Mcmbangun clan meniugkatkan Infrastruktur jalan-jernbatan, 

perhubungan, perumahan-pemukimau, dan sumberdaya air; 
2. Mcningkatkan produktivitas pcrtanian dan ketaharian pangan; 
3. Pengernbangan ckonorni kerakyatan bidang UMKM, industri, 

perdagangan, koperasi dan pariwisata; 
4. Peningkatan kualitas pelayanan pcndidikan, kcsehatan pemberdayaan 

rnasyarakat , keolahragaan pernuda, KB dan pelayanan sosial dasar 
lainnya; 

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan 
tenaga kcrja; 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan 
yang akuncabel dan kualitas pelayanan publik; 

7. Menmgkatan kclestarian surnberdaya alam, lingkungan hidup dan 
kualitas penaraan ruang: 

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pclestarian budaya 
masyarakat; dan 

9. Meningkatkan pcmerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, 
kesetaraan gender, pcrlindungan anak dan pcnanggulangan kemiskinan, 
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Grobogan tahun 2016-20121, terna Pembangunan Daerah 
Kabupaten Grobogan pada Tahun 2018 adalah "Penciptaan dan 
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonoml baru beTbasis industri 
daD peTdagangan dalam rangka menciptakan kemandirlan ekonomin, 

Pada tahapan ini pernbangunan daerah diarabkan pada upaya untuk 
menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di seluruh 
Jrrotmatan dengan berbasis industri dan perdagangan. Pada tahap ini upaya 
untuk rnenumbuhkan pasar desa dengan upaya revitalisasi. Perbaikan pasar 
tradisional menuju pasar yang higicnis dan menarik masyarakat untuk 
berbelanja pada pasar tradisional. Kemandirian ekonomi ditandai dengan 
t£Jpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terjaminnya ketersediaan bahan 
bllru bagi industri dengan sebagian besar bcrasal dari lokal. Meningkatnya 
aktivitas perdagangan terutama pada perdagangan antar daerah dan ckspor 
lmmoclitas unggulan Kabupaten Grobogan. 



m. Kebijakan Penyusunan APBDesa 
Kebijakan yang perlu rnendapat pcrhatinn Pernerintah Desa dalarn 

penyusunan APBDesa Tahun Anggarnn 2018 terkait dengan pendapatan 
desa, be!anja desa clan pembiayaan des,1 arlalah sebagai berikut: 
1. Pen.dapatan Desa 

Pendapatan desa yanr; dianggarkan dalarn APBDesa Tahun 
Anggaran 2018 merupakan pcrkiraan yang terukur secara rasional dan 
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri : 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) ( 1 . I) 

Penganggaran pendapatan dcsa yang bersumber dari Pendapatan 
Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Penganggaran Hasil Usaha Dcsa (l.1.01): 

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa 
diantaranya bersumber dari Badon Usaha Milik Desa yang 
menjalankan fungsi pernupukan laba (profit oriented) sehingga 
mampu menghasilkan kc·.:::t·.ing,1:1 atau deviden untuk 
meningkatkan Pendapatar; AS:: T)'!'S,-!.. t':1tuk itu perncrintah desa 

' 

I 

n. Prinaip Penyusunan APBDesa 
Penyusunan APBDesa Tahun AnggF,ran :2018 didasarkan prinsip sebagai 

berikut: 
1. Sesuai dengan kcbutuhan penyclcngg .. rraan Pernerintahan Desa yang 

menjadi kewenangan de sa ; 
2. Tertib, taat pada ketcntuan peraiuran perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efcktif', bertanggurig jawab dengan mcmperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, 

3. Tepat waktu, sesuai deugan iahapan dan jadwal yang tclah ditetapkan 
da1am peraturan perundang-undangnn: 

4. Transparan, untuk mernudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi scluas-luasnya tentang APBDesa dengan 
rnenampilkan garnbaran umum pcndapatan clan belanja desa pada 
media yang rnudah diakscs masyarakat: 

5. Partisipatif, dcngan melibatkan rnasyarakat; dan 
6. Tidak bertentangan dengan kcpentingan umum, pcraturan perundang 

undangan yang lcbih tinggi dan peraruran desa lainnya. 

Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Orobogan Tahun 2018 sebagai 
berikut: 
1. Pert:umbuhan Ekonomi sebesar 5,37 persen, 
2. Laju inflasi sebcsar 6,35 person. 
3. lndeks Pembangunan Manusia (IPM) scbcsar 68,98 indeks. 
4. lndeks Pernbangunan Gender (!PO) sebesar 86,25 indeks. 
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebcsar 58,21 indeks. 

Fokus pada upaya pengernbangan sektor industri, pcrdagangan dan jasa 
bukan berarti mcngesarnpingkan sektcr yang lain. Sektor lain tetap harus 
dilaksanakan untuk kcgiatan-kegiatan yong sifatnya reguler. Kebijakan 
pembangunan daerah pada tahap ini diarahkan pada: 
1. Pengembangan clan pcningkatan kapasitas iptck sistem produksi dan 

pengembangan scntra sentra industri potcn sial. 
2. Meningkatkan kerjasama jaringan pcrdagangan internasional maupun 

regional serta revitalisssi pasar tradisional. 
3. Peningkatan kapasitas, pernbinaan. scrta pcmberian bantuan peralatan 

dan modal bagi pengurus koperasi don pclaku UMKM yang produktif. 
4. Pengembangan perckonomian dcsa/kelurahan sesuai dengan potensi dan 

sumberdaya alam yang dimiliki. 
5. Peningkatan dan pcngcrnbangan wilayah stratcgis dan cepat tumbuh 

dengan fokus pada pengernbangan pusat perekonornian baru ditiap tiap 
kecamatan clan desa. 



4) Penganggarn.n lain-lain Pendapatan Asli Desa (1.1.04) 
Penganggaran pendapatan dcsa yang bersurnber dari 

pungutan desa dipcrbolehkan setelah desa menetapkan 
peraturan desa tentang Pungutan Dcsa, Besar pungutan agar 
disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan 
memperhatikan kondisi ekonorni dan kemampuan masyarakat, 
Penetapan besaran tarif dalarn peraturan desa tentang 
pungutan agar memperhatikan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 
Peraruran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu) clan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa. 

Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang 
bersurnber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan 
bunga bank dari buku bank pad a akhir tahun 2017 die a tat 
sebagai pedapatan tahun anggaran 2018. 

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong 
(l. l.03) 

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Royong yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening 
desa dicatat sebagai pendapatan asli desa, 

2) Penganggaran Hasil Asset Desa (1.1.02) 
Hasil Asset dcsa antara lain berasal dari hasil pcmanfaatan 

tanah kas dcsa, pasar desa, tempat pemandian umum dan 
jaringan irigasi, 

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa 
diantaranya berupa hasil sewa, kerjasarna pemanfaatan, bangun 
serah guna dan bagun guna scrah, Unruk itu penganggaran dari 
hasil pemanfaaran tanah kas desa dan aset desa lainnya agar 
direncanakan secara terukur dengan mernperhatikan hasil 
pemanfaatan tanah kas desa dan a set desa lainnya tahun 20 l 7. 
Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi desa yang belum 
rnelaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat 
diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan .!. 5% (lima per 
seratus] dibanding pendapatan pada tahun 2017. 

Pendapatan desa yang bcrsumber dari penggunaan tanah 
bengkok agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesue.i 
dengan pendapatan tahun 20 I 7. 

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa 
k.ios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari 
tempat pernandian umum dan jaringan irigasi milik desa 
bersurnber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu 
penggarannya agar direncanakan secara terukur dengan 
memperhatikan pcrkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan 
tahun 2017. 

dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa 
masing-masing tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Desa 
yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pcmbubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati 
Grobogan Nornor 45 Tahun 2014. 



5) Bantuan Keuangan dari Pcmerintah Kabupaten Grobogan 
(1.2.05) 

Pcnganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari 
Pemerintah Kabupaten Grobogan didasarkan informasi resmi dari 
Pemcrintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi 
transfer ke desa Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal informasi diterima setclah penetapan APBDesa 
maka penganggarannya ditctapkan dalam perubahan APBDesa. 
Dalam hat informasi diterima setelah penetapan perubahan 
APBDesa maka penganggarannya ditcrapkan dalam Peraturan 
Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. 

4) Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
(l.2.04) 

Pcnganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi 
dari Pernerintah Provinsi Jawa Tengah rnengenai daftar alokasi 
transfer ke desa Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan APBDesa 
maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APBDesa. 
Dalam ha! infonnasi diterima setelah penetapan perubahan 
APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan 
Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. 

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (1.2.03) : 
Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran 
pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD 
Tahun Anggaran 2017 a tau informasi resmi dari Pemerintah 
Dacrah mengenai daftar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 
2018. 

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l.2.02) 
Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan 
(BHPRD) Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran 
pendapatan dari BHPRD didasarkan pada asumsi pendapatan 
BHPRD Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari 
Pemerintah Kabupatcn Grobogan mengenai daftar alokasi BHPRD 
Tahun Anggaran 2018. 

b. Pendapatan Transfer (1.2) 
Pcnganggaran pendapatan desa yang bcrsumber dari dana Transfer 
rnernperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Penganggaran Dana Desa (1.2.01): 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan 
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana 
Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran 
pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari 
Pemerintah Kabupatcn Grobogan mengenai daftar Dana Desa 
Tahun Anggaran 2018. 



perseratus) dari jumlah 
pada kelompok belanja 
yang digunakan untuk 

2. Bel•nja Desa 
Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeJuaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalarn satu tahun 
anggaran. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal berskala 
Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi 
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu 
dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pernerintah Desa 
agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). 

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam 
APB Desa digunakan dengan ketentuan: 
~ paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah 

anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; dan 

:;,. paling banyak 30% (tiga puluh 
anggaran bclanja Desa dianggarkan 
penyelenggaran pemerintahanan desa 
mendanai kegiatan : 
•!- pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jarninan 

kesehatan (2.1.01); 
-:> operasional Pemerintah Desa (2.1.02); 
•:• tunjangan dan operasional BPD (2.1.03); dan 
,(> penyediaan jasa adrninistrasi keuangan untuk insentif RT/RW 

(2. l.04); 

c. Pendapatan Lain-Lain 
Penganggaran pcndapatan desa yang bersumber dari Pendapatan 
Lain-Lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

(l.3.01) 
Pcnctapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, 

Jembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok 
masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak 
mernpunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan 
dalam APBDcsa. 

2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah(l.3.02) 
Penetapan penganggaran lain-lain Pendapatan desa yang 

sah diantaranya bersumber dari Hasil Kerjasama dan Bantuan 
Pcrusahaan (CSR) yang berada di desa agar direncanakan dalam 
ha! desa memiliki kesepakatan kerjasama yang menjalankan 
fungsi pcmupukan laba (profit oriented) dan terdapat badan 
usaha yang ada di desa. Dalam hal terdapat Temuan Hasil 
Perneriksaan Laporan Keuangan dimasukkan pada pos lain-lain 
pendapatan desa yang sah. 



Penganggaran opcrasional Pcmerintah Dcsa, operasional I3PD, 
penycdiaan jasa adrninistrasi keuangan untuk insentif Rukun 
Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), sebagaimana tersebut di atas 
pada kelompok belanja penyelcnggaraan pemerintahan desa, 
penyediaan jasa adrninistrasi keuangan untuk pernbayaran tambahan 
tunjangan Kepala Desa dun Perangkat Desa, penyediaan jasa 
administrasi keuangan untuk pcmbayaran inscntif Penjabat Kepala 
desa dan/atau Perangkat Dcsa, penctapan dan penegasan batas Dcsa, 
pendataan Desa, penyus'unan tat a rua ng Desa, penyelenggaraan 
musyawarah Desa, pengelclaan i:-.fr rrnasi Dcsa, penyelcnggaraan I 

Pcnganggaran tunjangan, jarninan kcsehatan dan tambahan 
tunjangan Kcpala Desa dan Perangkat Desa tetap berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Bupati Orobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 
tentang Bcsaran Pcnghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan 
dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kcpala Dcsa dan Perangkat 
Desa. 

Dalam pembahasan tarnbahan runjangan yang bersurnbcr dari 
pengelolaan tanah bengkok BPD mendasarkan pada hasil pengawasan 
kinerja yang telah dilakukan olch !3PD. Pcngawasan kinerja tersebut 
rnemperhatikan kriteria scbagai berikut : 
a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan 

APBDesa; 
b. kctepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; 
c. ketepatan waktu mcmberikan laporan keterangan 

penyclenggaraan pernerintahan secara tertulis kepada BPD 
setiap akhir tahun anggaran; 

d. ketepatan waktu penyarnpaian laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan AP13Desa 

c. Kedisiplinan kerja Kepala Dcsa dan Pcrangkat Desa yang 
dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat 
kehadiran rata-rata sckurang-kurangnya 80% (delapan puluh 
perseratus) dalarn l [satu) tahun; 

Panganggaran belanja desa dalarn APBOesa di.kelompokkan 
berdasarkan kelornpok belanja penyelenggaraan pcmerintahan desa, 
pela.ksanaan pembangunan desa, pcmbinaan kcmasyarakatan desa, 
pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak tcrduga. 
a. bidang penyelenggaraan pemerlntaban desa (2.1) 

Bcrdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tcntang Besaran Penghasilan Tctap, 
Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah 
Bagi Kepala Dcsa dan Perangka t Desa ma.ka Penganggaran 
pembayaran penghasilan tctap kcpala de sa dan pera.ngkat desa setiap 
bulan ditetapkan sebagai berikut : 
1. Kepala Desa Rp. 2.349.000,- 
2. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil : 

a) Masa Kerja 0-5 tahun Rp. 1 .644.300,- 
b) Masa Kerja 6-10 tahun Rp. 1 .694.300,- 
c) Masa Kerja 11-15 tahun Rp. l.744.300,- 
d) Masa Kerja 16 tahun kc atas Rp. l. 794.300 

3. Perangkat Desa : 
a) Masa Kerja 0-5 tahun Rp.1.305.000,- 
b) Masa Kerja 6-10 tahun Rp. 1.355.000,- 
c] Masa Kcrja 11 tahun kc atas Rp. 1.405.000,· 



d. bldang pemberdayaan masyarakat desa (2.4) 
Kelompok belanja bidang pcmbcrdayao.n rnasyarakat desa, 

antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan usaha 
ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi 
tepat guna, pendidikan, pelat ihan, clan penyuluhan bagi kepala Desa, 
perangkar Dcsa, dan Harlan Pcmusyawnratan Dcsa dan peningkatan 
kapasitas masyara.kat. 

e, bidang pembinaan kemasyarakatan desa (2.3) 
Kelornpok bclanja bidang pembinaan kernasyarakatan desa, 

antara lain digunakan untuk mcndanai kegiatan pcrnbinaan lernbaga 
kemasyarakatan, penyclcnggaraan ketentraman dan ketertiban, 
pembinaan kerukunan urnat beragama, pengadaan sarana dan 
prasarana olah raga, pcmbinaan adat-istiadat dcsa, pernbinaan 
kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai 
kondisi Desa. 

b. bidang Pelaksanaan pembangunan desa (2.2) 
Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, 

antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan : 
1) pembangunan, pemanfaatan dan pcrneliharaan infrasruktur dan 

lmgkungan Deso. antara lain tambatan perahu, jalan pernukiman, 
jalan Deaa antar pcrrnukiman ke wilayah pertanian, pembangkit 
listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pcrmukiman masyarakat 
Desa, daninfrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 

2) pernbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kcsehatan antara lain air bersih berskala Desa, sanitasi 
lingkungan, pclayanan kcsehatan Desa seperti posyandu dan 
sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan dan kcbudayaan antara lain taman bacaan 
masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan 
bclajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni 
dan sarana dan prasarana pendidik.an dan pelatihan lainnva 
sesuai kondisi Desa. 

4} Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pcmanfaatan dan pemcliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
antara lain pasar Desa, pcmbentukan dan pengembangan BUM 
Desa, penguatan permodalan 13UM Dcsa, pembibitan tanaman 
pangan, penggilingan padi, lumbung Desa, pengelolaan usaha 
hutan Desa, kolarn ikan dan pembenihan ikan, tambak gararn, 
kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak dan sarana 
dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 

5) pelcstarian lingkungan hidup antara lain penghijauan, pernbuatan 
terasering, pemcliharaan hutan lindung dcsa, perlindungan mata 
air, pembcrsihan dacrah aliran sungai: dan kegiatan lainnya 
scsuai kondisi Desa, 

perencanaan Desa, pcnyelenggaraan cvaluasi tingkat perkembangan 
pemerintahan Desa, penyetenggaraan kerjasarna antar Desa, 
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan kegiatan 
lainnya sesuai kondisi Desa dilaksanakan sesuai skala prioritas desa 
yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDesa). 



(2) Bclanja Barang dan .Iasa 
(a) Pemberian jasa nnrasumbcr / tcnaga ahli dalam kegiatan 

dianggarkan pada jcnis Belanja Barang dan Jasa serta 
besarannya disesuaikan dcngan standarisasi kegiatan dan 
honorarium. 

(b) Pcnganggaran uang untuk dibcrikan kepada pihak 
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka 
pembcrian hadiah pada kegiatan yang bcrsifat perlornbaan atau 
penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut 
dianggarkan pada jenis Bclanja I3arang dan .Jasa sesuai kode 
rekening bcrkcnaan. 

( 1) Bclanja Pegawal 
Dalarn rangka meningkatkan cfisicnsi anggaran dcsa, 

penganggaran honorarium Kepala Dcsa, Perangkat Desa, Anggota 
BPD, anggota Lembaga kemasyarakntnu atau kelompok masyarakat 
agar mernperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
dalam pcncapaian sasaran program dan kcgiatan scsuai dengan 
kebutuhan dan waktu pclaksanaan kcgiatan dalam rangka mencapai 
target kinerja kcgiatan dirnaksud. 

Berkaitan dengan haJ terscbut, pernberian honorarium agar 
dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa 
keberadaannya dalam kcgiatan benar- benar mcmiliki peranan dan 
kontribusi nyata terhadap efcktifitas pelaksanaan kegiatan. 

Standar bcsaran honorarium kegiatan menyesuaikan 
standarisasi kcgiatan dan honorarium, biaya pcmcliharaan dan 
standarisasl pcngadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan yang ditetapkan olch Bupati. 

Penganggaran belanja dalam APBDesa 'I'ahun Anggaran 2018 
dituangkan dalarn nama kegiatan, yang dirinci dalarn jenis belanja 
Pegawai, belanja barang Jasa dan 13clanja Modal. 

Dalam ha! dianggarkan biaya opcrasional untuk mendukung 
kegiatan pernbangunan kontruksi pcnganggarannya ditempatkan daJam 
jenis belanja pegawai dan bclanja barang jasa paling tinggi 5 % (lima 
perserarus) dari total biaya untuk mcndanai kegiatan dimaksud. 

Dalam penyusunan rencana rincian jenis bclanja dcsa yang 
dituangkan dalarn Dokumcn Pelaksanaaan APBDesa (DP-APBDesa) yang 
merupakan lampiran Pcraruran Kepala Dcsa tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapaian Dan 13elanja Desa (API3Desa) serta tidak 
diperbolehkan bcrtentangan dcngan standarisasi kegiatan dan 
honorarium, biaya pcmeliharaan dan standarisasi pengadaan 
barang/jasa kcbutuhan Pcmerintah Kabupaten Grobogan yang 
ditetapkan oleh [lupari. 

e. belanja tak terduga (2.5) 
Kelompok belanja tak terduga, antara lain digunak.an untuk 

mendanai kegiatan dalarn keadaaan darurat dan/atau keadaan luar 
biasa. 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional 
dengan mernpertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 201 7 dan 
kernungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat 
diprediksi sebelurnnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. 
Belanja tidak terduga merupakan belanja unruk mendanai kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, 
seperti kcbutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan 
bencana alarn dan bencana soaial, 



(c) Penganggaran bclanja barang pakai habis disesuaikan dengan 
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, 
jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan 
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017. 

(d) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran bcrkenaan, dianggarkan 
pada jcnis belanja barang dan jasa dalam rangka mendukung 
pencapaian sasaran kcgiatan. 

(e) Penganggaran Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor milik Pemcrintah Desa dan besarannya 
menyesuaikan kcccncuan yang ada. 

(I) Penganggaran belanja pcrjalanan dinas dalarn rangka kunjungan 
kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara 
selektif, frckucnsi dan jumlah harinya dibatasi scrta 
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud 
sehingga relcvan dengan substansi kebijakan pemcrintah desa. 

(g) Dalam rangka merncnuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 
desa, penganggaran bclanja perjalanan dinas harus 
mernpcrhatikan aspck perranggungjawaban scsuai biaya riil atau 
lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 
• Biaya trarisportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 
• Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 
• Dalam ha! pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan 

Iaeilitas hotel atau ternpat penginapan lainnya, kepada yang 
bersangkutan diberikan biaya pcnginapan sebesar 30% (tiga 
puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai 
dengan tingkatan pclaksana pcrjalanan dinas dan dibayarkan 
secara lumpsum, 

• Uang harian dibayarkan secara lurnpsum. 
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan 
standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya perncliharaan dan 
standarisasi pcngadaan barang/jasa kebutuban Pemerintah 
Kabupatcn Grobogan yang ditcrapkan olch Bupati. 

(h) Pcnganggaran untuk oricntasi dan pendalaman tugas berupa 
pendidikan dan pclatihan, birnbingan teknis, sosialisasi, 
workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait 
dcngan pengernbangan kapasitas surnber daya manusia bagi 
Kepala Dcsa, Perangkat Desa, Anggota BPD scrta unsur lainnya 
diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah 
kabupaten Grobogan. 
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk rnelakukan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau scjcnis lainnya di 
luar daerah tetap dilakukan sccara selektif dengan 
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, 
muatan substansi, kompctensi narasumber, kualitas advokasi 
dan pelayanan penyclcnggara serta manfaat yang akan diperolch 
guna efisiensi dan efektifitas pcnggunaan anggaran dcsa serta 
tertib anggaran dan administrasl oleh pcnyeleriggara yang 
berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga 
Peningkatan Kapasitas Sumbcr Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai 
peraturn.n perundang-undangan. 

(i) Penganggaran untuk penyelenggaraan kcgiatan rapat, pcndidikan 
dan pelatihan, bimbingan tcknis, sosialisasi, 
worksltop, lokakarya, seminr1r a tau sejenis fo.innya diprioritaskan 
unruk mcnggunakml fasi!itas aset dcsa, scperti ruang rapat, aula 
atau balai dcsa ~-ang suc!llh ,c~scdia milik pemcrintah desa. 



3) Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pcmbiayaan {3.1) 

l ] Penganggaran Sisa Lcbih Pcrhitungan Anggaran Tahun 
Scbelurnnya (SiLl'A) [3. l.01) harus didasarkan pada 
penghitungan yang cerrnat dan rasional dengan 
mernper timbangkan perkiraan rcalisasi anggaran Tahun 
Anggaran 2017 dalarn rangku mcnghindari kernungkinan adanya 
pengeluaran pada 'l'chun Anggaran 2018 yang tidak dapat 
didanai akibar tidak tcrcapainya SiLPA yang dircncanakan. 

2) Dalarn menetapkan anggaran pcnerirnaan pernbiayaan yang 
bersumbcr dari pcncairan dana cadangan (3.1.02), waktu 
pencairan dim bcsur annya sesuai pcraturan dcsa tentang 
pcmbentukan dana cadangan. 

3) Dalam menetapkan anggaran pcncrimaan pernbiayaan yang 
bersumbcr penjualan kekayaan desa (3.1.03) yang dipisahkan 
agar dipertimbangkan bahwa pcnyertaan modal yang besaran 
sesuai peraturan dcsa tentang pembentukan dana cadangan. 

b. Pengeluaran Pernbiayaan (3.2) 
1) Guna membiayai pembangunan yang dircncanakan 

mernbutuhkan biaya tinggi pcmerintah desa dapat 
menganggarkan pernbentukan dana cadangan (3.2.01) yang 
diatur berdasarkan pcraturan desa tentang pembentukan dan 
penggunaan dana cactangan desa. Pcraturan Desa tentang 
Pembenl\.lkan d<~n rcnggumrnn Dana Caclangan tersebut 

(3) Belanja Modal 
a) Pemerintab Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal 

pada APB Desa Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan 
pengcrnbangan sarana dan prasarana yang terkait langsung 
denga.n pcningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

b) Penganggaran untuk barang milik dcsa dilakukan sesuai dengan 
kemarnpuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip 
efisiensi, efcktifitas, ekonornis dan transparansi dengan 
mengutamakan produk-produk dalam negeri. 

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepcntingan umum 
mempedomani Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umurn, Pcraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 ten tang 
Penyclcnggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Um1-1m sebagaimana tclah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 
tcntang Pcrubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Pcnyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pcraturan Kepala 
BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 
Tanah 13agi l'cmbangunan Untuk Kcpentingan Umum jw~cto 
Peraturan Merueri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 
Tahtm 2015. 

d) Penganggarun bclanja modal digunakan untuk pcngeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan ascr tetap dan 
aset lainnya [asct tak berwujud] yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua bclas) bulan , digunakan dalarn kegiatan 
pemerintahan dan memenuhi njlai batas minimal kapitalisasi 
aset (capitali;-:ation threshold). 

U) Pcnganggaran pengelolaan aset desa dengan mempedomani 
Pera tu ran Bupati Orobogan Noioor 35 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa. 



IV. Teknis Penyusunan APB Desa 
Dalarn rnenyusun /\P\1 Dcsa Talurn Anggnran 2018, pcmcrintah dcsa 

dan BPD harus mempcrhatikan hal-Iial scbagai berikut: 
1. Kepala Dcsa clan BPD waji» mcnycpakati bcrsama rancangan pcraturan 

Dcsa ten tang /\Pn Desa Tah\111 ,i nggaran 2018 paling larnbat tanggal 31 ( 
tiga puluh satu) bulan Oktobcr Tahun Anggaran 2017. 

Sejalan dcngan hal torsebut, pcmcrintah dcsa harus memcnuhi 
jadwal proses penyusunan API3Dcsa Tahun Anggaran 2018, mula.i dari 
penyusunan dan pcnyampaian rancangan pcraturan dcsa kcpada IlPD 
untuk dibahas dan disepakati benmma paling lambat akhir bulan 
Oktober 2017. Dalam n1cmbahas rnr~cangan pcraturan dcsa tcntang 
APBDesa Tahun Anggaran 2018 :·rn'.<lrn kepahl c!csa dengan BPD wajib 
mempedomani RKP Desa 

mengatur tujuan pcmbentukan dana cadangan, program dan 
kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan 
rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang 
ditransfer ke rekening dana cadangan desa, surnber dana 
cadangan, don tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan. 

2) Penycrtaan modal pemerintah dcsa (3.2.02) pada badan usaha 
milik desa darr/atau badan usaha Iainnya ditetapkan dengan 
peraturun desa tentang pcnycrtaan modal. Penyertaan modal 
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam 
peraturun desa tentang penyertaan modal pada tahun 
sebelumnya, tidak pcrlu diterbitkan peraturan desa tersendiri 
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal terscbut belum 
rnelebihi jumlah penycrtaan modal yang Lelah ditetapkan pada 
peraturan desa tentang penyerraan modal. 
Dalam hal pemcrintah desa akan menarnbah jumlah penyertaan 
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang tclah ditetapkan 
dalam peraturan desa tcnrang pcnycrtaan modal dimaksud, 
pemerintah desa rnelakukan perubahan perat uran desa ten tang 
penyerraan modal tcrscbur. 

3) Pcmerintah dcsa dapat menambah modal yang disetor dan/atau 
melakukan pcnarnbahan pcnycrtaan modal pada Badan Usaha 
Mitsk Dc sa (UU;\1Desa) untuk memperkuat str uktur permodalan, 
sehingga BlJMDesa dimaksud rlapar lcbih berkornpetisi, tumbuh 
dan bcrkcrnbanc. '··' 4) Dalarn rangka rncnrlukung pcncapaian target Sustainc.ble 
Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pclayanan 
air pcrpipaan <ii wilayah pcrdcsaan scbanyak 60% (enam puluh 
per scratus], pcmcrintah dcsa perlu mernperkuat struktur 
perrnodalan Oadan Pengelula Sarana Penyediaan Air Minurn dan 
Sanitasi (ilf'-SP/\MS) dengan kerentuan badan tcrscbut telah 
ditetapkan mcnjadi 13UMDesa. Pcnguaran strukrur perrnodalan 
tersebut dilakukan dcngan menarnbah penycrtaan modal 
pemcrin tah dcsa yang aruara lain bcrsurnbcr dari pemanfaatan 
bagian laba bcrsih BP-SPAMS. 
Pcnyertaun Modal dirnaksud dilakukan untuk penarnbahan, 
peningkatan, pcrluasan prasarana dan sarana sistern penyediaan 
air minurn. serra peningkaran kualitas clan pengembangan 
cakupan pclayanan. Selain itu, pemerintah desa dapat 
melakukan penarnbahan pcnycri.aan modal guna rneningkatkan 
kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada 
masyarakai uniuk mcncapai SDG's dcngan bcrpcdoman pada 
peraturan perundnng-undangan, 
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Tahapan pcnyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai 
berikut: 



Y. Hal-Hal Khusus Lainnya 
Pemerintah Desa dalarn mcnyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain 
memperhatikan kcbijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga 
mernperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai bcrikut : 
(1) Dalam rangka tcrtib adminislrasi dcsa serta guna pengamanan .:irsip 

Desa, Pemcrintah dcsa dapat menganggarkan pcngadaan perlengkapan 
dan pendukung lainnya dikhususkan untuk penataan kearsipan 
(2.1.02.01.02), sebnjutnya untuk Dcsa Panunggalan Kecamatan 
Pulokulo11 dapat mcngganggarkan kegiatan untuk mempersiapkan 
penilaian Lomba tcrtib arsip dcsa Tingka.t Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2018 dan dalnm pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan 
dengan Pcrangkat Dacrah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang kearsipan. 

(2) Dalam rangka mcndukung kegi,irnn pasar murah Kabupaten 
Grobogan, pemerintah desa yang mcnjadi lokasi kegiatan climaksud 
dapar mcnganggarkan kegiatan pe~u:1jang opcrasional pasar murah 
(2.1.02.02 .0 l!. 

I 

l 

Untuk mernperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala desa 
tcntang APBDcsa Tahun Anggaran 2018 bcserta lampirannya 
disampaikan paling lama 15 [lima belas] hari tcrhitung sejak BPD tidak 
rnengarnbil kcputusan bersama dengan Kepala Dcsa terhadap 
rancangan pcraiuran desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018. 
Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDcsa Tahun Anggaran 
2018 harus mernperhatikan : 
a. Angka belanja dcsa dan pengcluaran pembiayaan desa dibatasi 

maksimum sarna dengan angka bclanja desa dan pengeluaran 
pcmbiayaan desa dalarn Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 
a tau APBOesa Tahun Anggaran 2017 apabila tidak mclakukan 
Pcrubahan APBD Tahun Anggaran 2017; 

b. Belanja desa dlprioritaekan untuk mcndanai belanja yang bersifat 
mcngikat dan belanja yang beraifat wajib untuk terjaminnya 
kelangsungan pernenuhan pclayanan dasar masyarakat sesuai 
dcngan kcbutuhan Tahun Anggaran 2018; dan 

c. Pelampauun barns tertinggi dari jumlah pcngeluaran hanya 
cliperkenankan apabila ada kebijakan perncrintah untuk keriaikan 
penghasilan tctap dan tunjangan Kepala Desa clan Perangk.at Desa. 

d. Pcngesahan peraturan Kcpala Dcsa tentang APBDesa Tahun 
Anggaran 2018 ditetapkan oleh Carnal atas narna Bupati. 

3. Dalarn rangka percepatan penctapan peraturan dcsa tentang 
perubahan !\PBD Tah'un Anggaran 2018, proses pernbahasan 
rancangan peraturan dcsa tentang perubahan APBDesa Tahun 
Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah pcnyampaian laporan realisasi 
semester pcrtarna, namun persetujuan bcrsama antara pernerintah 
desa dan HPD ams rancangan peraturan desa dirnaksud dilakukan 
setclah persciujuan bcrsarna atas rancangan peraturan dcsa tentang 
pertanggungjawabau pelaksanaan APBDcsa Tahun Anggaran 2017 
atau sctclah pcncpatapan Peraturan Dcsa ientang Pertanggungjawaban 
Realisasi Pclal<iwnaan API3Desa. 

4. Tata caru pcngajuan perubahan API3Desa ndalah sarna dengan tara 
cara pcnetapa n APBDcsa. 

5. Rancangan pcrruuran desa icntang APl3Dcsa dan rancangan peraturan 
desa tentang Pcruhahan API3Desa sebelum ditctapkan menjadi 
peraturan dcsa harus dilakukan evaluasi scsuai kctentuan Pasal 101 
ayat (2) clan ayat (3) Pcraturan Perncrintah Nornor 43 Tahun 2014 
tcntang Pcrnturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Pcraturan Menteri 
Dalam Ncgeri Nornor 113 Tahun 2014 ten tang Pcngelolaan Kcuangan 
Desa, 



·~ 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

Guna vcrifikasi dim validasi data kependudukan di seluruh desa se-Kabupaten 
Grobogan, Pcrnerintah desa dapat membentuk tim pendataan kependudukan dan 
dianggarkan kegiatan pendaraan penduduk (2.1.08.01.02), selanjutnya bag:i desa yang 
telah tcrhubung ((ln·fi,.e) dcngan Jaringan Kornunikasi Pemerintah Kabupaten 
Grobogan wajib mempersiapkan pelayanan kcpcndudukan on-line dengan 
menyediakan ruang pelayanan, kompurer dan printer (2.1.08.01.03) yang 
pelaksenaannya dilaksanakan olch pcmgas registrasi dikoordinasikan dengan 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemetintahan di bidang Administrasi 
Kependudukan dan Pencataran Cata tan Sipil. 
Guna pcnataau peuguasaan, pernilikan, penggunaan, dan pcmanfaaran tanah di desa 
serta dalarn rangka melaksanakan ketenruan pasal 76 ayat (4) Undang-Undang 
Nornor 6 rahun 2()14 scrta guna rnendukung kebijakan satu peta (one mop policy), 
Pcmcrintah desa ;igar menganggarkan sccara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah 
kas desa (2.1.09.01.02). Sclaujutnya pcmerinrah desa dapat mcngauggarkan kegiatan 
yang n.cndukung kebijakan saru pcra dimaksud{2.I.09.01.03). 
Dalarn rangka mendukung rcviralisasi Kclompok Informasi Masyarakat (KfM) di 
Kecarnaran Toroh, Geyer, Pulokulon, Gabus, Tawangharjo, Bran, Klarnbu, 
Penawangau dan Gubug agar rncnentukcn salah saru dcsa nnruk reviralisasi KIM, 
sclanjur-iya dcsa dimaksud agar dapat mcnganggarkan opcrasional KIM dimaksud 
(2. l .1 I .0 l .02) scsuai kernampuan keuangan dcsa, pelaksanaan kegiatan dimaksud 
agar dikoordinasikan dengan Perangkat Dacrah yang rnelaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Kornunikasi dun lnformatika. 
Dal am ra:;gka pembangunan jalan pcnghubung anrar desa yang mcnjadi kewenangan 
bcrskala lokal desa, Carnat agar mcrnfasilirasi pernbangunannya dcngan pola 
kcrjasarna anrar des.i sckurang-kurangnya I (saru) pakct kcgiatan seriap tahun, 
pemcrintah desa dapar menganggarkan biaya pernbangunannya dalam kegiatan 
Penyelenggar.mn kerjasama anrar desa (2.l.I4.01.01), Jalan Pengubung an tar dcsa 
dimaksud diprioruaskan untuk jalan penr;hubung anrar desa yang menghubungkan 
mas jalan k abupatcn yang pelaksananrmya dikcrjakan olch badan kcrjasama antar 
desa. 
Dalarn rJngk.1 cpumalisasi pengelolaan Sistcm Informasi Dcsa yang dibangun 
dengan jaringau Intranet maupun uerbasis internet, perncrintah desa dapat 
menganggarkan pcmbangunan sarana d,~11 prasarana Jaringan Kornunikasi berupa 
tower dan pc~alM,mny,t serta pcnganggaran bandwidth internet (2.1.15.01.03) dan 
mengganggarkan renaga operator pcngclola websiredesa. 
Pembangunan jaringan kornunikasi terscbur hams rerkoneksi dengan jaringan 
komnnikasi pcmerintah kabupatcn grubogan yang dibangun oleh dinas komunik.asi 
dan inforrnarika Selanjutnya pelaksanaan anggaran bandwidth internet agar 
dilaksanakan dcugan bekerjasama /bcr! '.ngganan dcngan inremec service providl'r(lSP) 
resmi sesuai kctcntuan pcrnndang-1:ndang:rn yang bcrlaku. 
Dalam rangka pcnyediaan air bersih br.rskala clcsa, Pcmcrintah Dcsa Tegnwanu 
Wetan, Kcjawan, Karnngpasar, Si:korejo, Kcbonagung, Tlogorejo, Tanggircjo 
Kecamatan Tegow,inu, Desa Sugihnianik, Ringinpitu, Mrisi, Brabo, Tanggungharjo 
Kecamatan Tanggungharjo, Dcsa D:ras, Jumo, Ngombak, Padas Kccamatan 
Kedungjati, Desa Rowosari, Tambakan, 'flogornulyo, Ginggangtani, Glapan, 
Papanrejo, Jatipccaron, Trisari Kccamatan Gubug, Desa Manggarwetan, R.ajek, 
Guyangan, Karanggcncng, Dorolcgi, Kctitang, Dringin Kecamatan Godong, Desa 
Penganten, Kandangrcjo, Tarurnan, \V;indankemiri Kecamatan Klarnbu, Desa 
Ketro, Jetis, Parakan, Gunungh1mpcng, Rowosari, Tambakan, Tlogomulyo, 
Ginggangtani, Glapan, Paparucjo,Jatipecc1ron, Ttisari Kecamatan Gubug, Desa 
Manggarwetan, Rajek,Guyangan, K~ranggcner.g, Dorolcgi, Kctitang, Bringin 
Kecamatan Godong, Dcsa Pengamc,n, KHnd~ng~ejo, Taruman, Wandankcmiri 
Kecamatan Klam!:>u. Desa Ketw, Jeti~. Pi!r,!k,!:t, (kn~ngtumpcng, 

(3) 



Sendangharjo, Temurejo, Karanganyar, Dempel, Nampu, Mangin 
Kecarnatan Karangrayung, Desa Bologai ang, .Ji pang, Karangwader, 
Winong, Leyangan, Lajer Kccamatan Penawangan, Dcsa Lemahputih, 
Tegalsurnur, Kronggen, Katekan, Temon, Karangsar i Kecamatan Brati, 
Desa Lebak, Putatsari, Teguhan, Lebengjumuk Kecarnatan Grobogan, 
Desa Kandangan, Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi, Desa 
Tambirejo, Bandungharjo. Kentcng, Bolch, Ngrandah, Depok, Tunggak 
Kecamatan Torch, Dcsa Monggot, .Jambangan, Karanganyar, Suru , 
Ngrandu Kecarnatan Geyer, Desa Plosorejo, Pojok, Tarub, Seto, Godan, 
.Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Dokoro, Gedarigan , 'l'anjungrcjo, 
Tambahrejo. Kropak, Sarnbirejo, Tegalrejo Kccamatan Wircsari, Desa 
.Jetaksari. Randurejo, Sidorejo, Mlowokarangtalun Kecarnatan 
Pulokulon, Dcsa Rejosari, Pakis, Sarnborigbangi, Kradenan, 
Banjardowo, Grabag,:in Kccamatan Kradcnan, Desa Kcyongan, 
Pandariharum, Sulunsari, Banjarcjo, Bendoharjo Kecarnatan Oabus, 
Desa Sarirejo, Sendangrejo, Pcndem, Tanjungharjo, 'l'ruwolu, 
Sumberagung, Kalangdosari, Bandungsari Kecamaian Ngaringan dapat 
mcngganggarkan pernbangunan sarana dan prasaruna air bcrsih dcsa 
serta pcndukung lainnya (2.2.02.0l.Ol) yang selanjutnya dikelola oleh 
Badan Pengelola Sarans Pcnyediaan Air Minurn clan Sanitasi (LIP 
SPAMS) yang merupakan salah satu unit kerja rlari badan usaha milik 
desa. Selanjutnya basil pcrnbangunnya dapat diterapkan sebagal asct 
desa yang dipisahkan sebagai pcnycrtaan moda i -tcsa kepada Bt:M 
Desa. 

(9) Guna rnendukung program keschatan di Kahupatcn Grobogan, 
pemcrintah desa dapat mcuganggarkan dukungan Sosialisasi Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kcgiatan Pe-n-ba ngunan jarnban 
kornunal guna mendukung kcgiatan pernicuan stop (buang air besar 
sembarangan (BABS) yang dilalcsauakan oleh F:·1siliwcor De sa STRM 
(2.2.02.02.01). 

(10) Dalam rangka mcudukug pelayanan kesehat.m masyarakat di 
Poliklinik Kesehatan Dcsa (PKO), pemcrintah desa dapat 
menganggarkan rchabilitasr/ pembangunan gedung, pcngadaan sararia 
prasarana dan mobil ambulans desa. 

(11) Dalarn rangka mcndukung program pcnauggulangau pcnyakit menular, 
pernerintah desa dapat mcnganggarkan bantuan operasiorial untuk 
fogging dan pernantauan jentik berkala sesuai kernarnpuan desa. 

(12) Dalam rangka pengelolaan sampah masyarakat dan pasar di Dcsa, 
Pernerintah Desa Sulursari Kecarnatan Gabus, Dcsa Sugihmanik 
Kecamatan Tanggungharjo clan Desa Klarnbu Kccarnatan Klarnbu agar 
mcnyiapkan lahan untuk pernbangunan pengelolaan sarnpah dan 
dalam pelaksanaanya agar berkoordinasi dcngan Oinas Lingkungan 
Hidup. 

(13) Dalam rangka rnendukung pengelolaan sarnpah di desa, Pcmcrintah 
desa dapat menganggarkan operasional pcmbencukan Kdompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) Pcngelola Sampah/J3ank Sampah bagi desa 
yang belum. 

(14) Dalam rangka meningkatkan pelayanfln kcschatan kepada masyarakat 
melalui kegiatan posyandu, pcmerintah desa dapat menganggarkan 
untuk pembangunan gedung posyandu (Dacin, Box Timbang, Sistem 
Informasi Posyandu (SIP), KMS Lansia, Kartu Kcmbang Anak (KKA). 
pengukur tinggi badfl.n, meja, kursi dan almari (2.2.02.03.01) dan 
untuk bantuan pemberian makanan 1ambahan untuk posyandu 
(2.3.01.05.01) serta opcrasional promosi pclayanan Kelangsungan 
Hidup Bayi dan Anak (KHIBA dan operasional kadcr posyandu 
diantaranya Kader Penimbangan, Kader PAUD, Kader Pemantau Jcntik, 
Kader Bina Keluarga Batita (Bl{B), 13ma Kell:argc1 R,'.m~ija (BKR), Bina 
Keluarga Lansia (BKL). 



(15) Dalam rangka pcngembangan perpustaksan desa, Pemerintah Desa 
Karangsari Kecamatan Brati, Desa Sobe Kecarnatan Geyer, Desa 
Banjarejo. Tlogotirto, Pelcm Kecamatan oabus, Desa Jatilor, Kemloko, 
Gundi Kccamatan Godong, Desa Karangrejo, Rejosari Kecamatan 
Grobogan, Desa Kuwaron, .Jeketro, Trisari Kccarnatan Gubug, Desa 
Karangsono, Pangkalan Kecamatan Karangrayung. Desa Ngombak, 
Wates Kecamatan Kedungjati, Desa Mcnawan, Terkcsi, Kandangrejo 
Kecarnatan Klambu, Dcsa Sambongbangi, Kradenan Kecamatan 
Kradenan, Desa Belor, Truwolu, Sumberagung, Tanjungharjo 
Kecamatan Ngaringan, Desa Penawangan. Karangpaing, Wedoro, Toko, 
Pengkol Kecamatan Penawangan, Desa Pulokulon, Panungglan 
Kecamatan Pulokulon, Desa Putat, Candisari, Ngembak Kecamatan 
Purwodadi, Desa Sugihmanik, Padang, Kapung Kecamatan 
Tanggungharjo, Desa Tarub, Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, Desa 
Tunjungharjc, Gaji Kecarnatan Tegowanu, Desa Pilangpayung, 
Tambircjo Kecamatan Torch, Dcsa Kalirejo, Tanjungrejo Kecamatan 
Wirosari dapat menganggarkan kegiatan pcngelolaan perpustakaan 
desa dan taman bacaan/taman cerdas (2.2.03.01.01) dalarn 
pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan 
Perangkat Daerah yang melak sanakan urusan pemerintahan 
dimaksud. 

(16) Dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana dan prasaran Pcndidikan 
Anak Usia Dini, pernerintah desa dapat mcnganggarkan pembangunan 
unit gedung baru dan bantuan untuk pcngadaan Alat Peraga Edukatif 
(APE) dapat diberikan kepada PAUD Formal dan Non Formal yang ado. 
di desa sctcmpal (2.2.03.02.01). 

( 17) Dalarn rangka mendukung program dcsa layak anak, pemerintah dcsa 
dapat mengangarkan kegiatan penyediaan loka si taman bermain 
beserta sarana pendukungnya sebagai upaya mcmenuhi hak-hak anak 
dan mcnggali potensi anak (2.2.03.05.01). 

( 18) Guna mendukung revitalisasi Pasar Rakyat, Pcmerintah Desa Belor 
Kecamatan Ngaringan dapat mcnganggarkan kegiatan penirnbunan 
lahan lokasi pasar dan pernbangunan pagar (2.2.04.01.01) serta agar 
bcrkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah dalarn pelaksariaan pembangunannya. 

(19) Sebagai implementasi Peraturan Menteri Oesa, Pcmbangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nornor 4 tahun 2015 tentang 
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran l3adan 
Usaha Milik Desa pada tahun 2017 Pemerintah Desa agar 
menganggarkan Pcmbentukan BUMDesa (2.2.04.02.01) dan Penycrtaan 
Modalnya diangarkan pada bagian pengcluaran pembiayaan. 

(20) Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) pcmerintah desa dapal mcnganggarkan 
pembinaan Pernbcrdayaan Kesejahteraan Keluarga (2.3.01.03.01) 
sesuai kebutuhan dan kernampuan kcuangan desa yang 
penggunaannya unruk : 
a) rapat konsultasi Pembcrdayaan Kcsejahtcraan Keluarga; 
b) pernbinaan dan cvaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluf'l.i-ga; 
c) pengadaan administrasi Pcmberdayaan J(csejahteraan Kcluai-ga 

Desa, RW, RT dan Dasa Wisma; 
d) sosialisasi pola asuh anak pcnuh c.:inta kasih; 
e) sosialisasi pembentukan kclompok pendamping kcluarga bagi desa 

yang belum; 
f) tambahan modal Usaha Peningkatan Pcndapatan Keluarga (UP2K); 
g) operasional pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak PKK dan 

Kelompok-kelompok Pemberdayaan PKK (TPK3-PKK) bagi kader 
PKK; 



h) penyediaan bibit tanaman untuk rnewujudkan Halarnan Asri 
Teratur Indah dan Nyaman (HATINYAi i'KK dan rurnah sehat layak 
huni; 

i) pembentukan Kclornpok Sadar Hukurn dan Bantuan 
Operasionatnya; dan 

j) Pembentukan satuan Tugas (SATGAS) pendarnpingan 
penanggulangan kekerasan dalarn rumah tangga dan bantuan 
opcrasionelnya. 

Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinnsikan secara 
berjengjang dcngan Tim Penggerak rcmbcrdayaan Kesejahteraan 
Keluarga tingkat Kecarnaran maupun Tim Penggerak Pernbcrdayaan 
Kesejahteraan Kcluarga Tingkat Kabupaten. 

(21) Guna Pcnyelcnggaraan ketentrarnan rlan kcrcrtlban , Pernerintah Desa 
dapat menganggarkan oper asiona i bagi Kader Siaga Trantib 
(2.3.02.01.01). 

(22) Dalarn rangka penanganan masalah pcrlintasan sebidang Kereta Api 
tanpa palang pintu, Pcmcrintah Desa Tegowanu Kulon, Medani, 
Gebangan, Mangunsari, Keboriagung Kccamatan Tcgowanu, Desa 
Gubug, Mlilir Kccamatan Gubug, Dcsa Tungu, Latak, Sambung 
Kecamatan Godong, Desa Rawoh, Sumberjosari, Karangsono, .Jctis, 
Parakan, Ounungtumpeng Kccarna ta n Karangrnyung, Desa Tunggu, 
Karangwadcr, Bologarang, Sedadi Kecamatan Peu.awarigari , Dcsa 
Katong, Pilangpuyung. Depok , Tarnbirejo. Sindurejo, Bandungharjo, 
Plosohurjo, Aoloh, Tunggak. Kentcng, Ngrandah Kecarnatan Toroh, 
Desa Pojok, Tuko Kccarnatan Pulokulon, Desa Banjarsari, Kradcnan 
Kecamatan Kradenan, Desa Pandanharum, Gabus. Tlogotirto, Tahunan 
Kecarnatan Gabus, [)csa Lcdokdawan, Monggot, Geyer, Sobo, Suru 
Kecamatan Geyer, Desa Padas, Kedungjati Kccamatan Kcdungjati, Desa 
Tanggungharjo Kecarnatan Tnnggungharjo dapat menganggarkan 
penyediaan pint u pcrIirnasan Kcrcta Api dan operasional bagi Pctugas 
pengawas kcamanan lintasan scbidang yang ditugaskan dari desa 
setempat (2.3.02.0 i .02). 

(23) Dalam rangka pcnycdiaan Iasilitas sarana dan prasaran olah raga, 
pemerintah desa dapat mengganggorkan pcngadaan sarana dan 
prasarana olah raga (?..3.04.01.0 l ). 

(24) Pcmcrintah Dcsa Pcnadaran Kecamatan Gubug, Dcsa Manggarmas 
Kecamatan Godorrg, Desa Putat Kccarnatan Purwodadi, Desa Plosorejo, 
Jono, Sele, Tarub, Goclan Kecamatan Tawanghar]o, Dcsa Kuwu 
Kecarnatan Kradenan. Dcsa Banjarcjo Kccarnatan Gabus, Desa 
Sumbcrjatipohon dan Sedayu Kecamatan Grobogan dapat 
menganggarkan guna pengembangan ricsa wisata dan kclompok sadar 
wisata (Pokdarwis). 

(25) Guna meriingkatkan taraf hidup sort» kcsejahtcraan rnasvarakat 
Pemerintah Dcsa yang bcrpotcnsi untuk pengembangan Teknoloai 
Tepat Guna dapal melaksanakan pelatihan dan 
pemanfaatan tcknologi tcpat gt.ma jTTGJ (2.4.02.01.01) sesuai 
kebutuhan desa agar masyurakat mampu mempdaiari, menerapkan, 
memelihara teknologi tepat guna len,ebut schingga dapat 
mempermudah dan m~mpcrsingkat waktu pckcrjaan untuk mencapai 
produktilitaf:. yang lebih tinggi. 

(26) Dalam rangka pcncapaian sasaran pcmbangunan tahun 2018 dengan 
target sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,25 dan 
sasaran Indeks Pem berdayaan Gender (IDG) 58,21 % Pemerintah Desa 
dapat menganggarkan Pcningkat,1n Knpasi(ns Kdompok Pcrtemuan 
(2.4.04.03.01) yang diantanmi.-a digunakan untuk sosialisasi 
pemahaman Capaian IPG clan JOG. snsi<1li$,1Si pfini11gkatan komitmen 
penanganan AKI dan Ai-1:13, Gerakan ~a\.:'!:1~ !bu clan Bayi (GSIB), 
peningkatan pernbe!'da~·aa~ pere!":!11;_::1:: ,·]::~~ k1:·f:d::a:~ c~f~:: kcsctaraan 



gender, peningkatan lembaga pcnanganao kasus kekerasan berbasis 
gender. 

(27) Dalam rangka mendukung Program Terpadu Pembcrdayaan 
Masyarakat Berpekstif Gender (P2MBG), Pemerintah Desa Panunggalan 
dan Sembungharjo Kecamatan Pulokulon dapat menganggarkan 
pembinaan terhadap 70 warga binaan berupa operasional 
pendampingan dan pelaksanaan rapat koordinasi. 

(28) Guna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap 
kekerasan, Pernerintah desa dapat mclaksanakan kegiatan Iasilitasi 
operasional Forum Anak di tingkat Desa dan pcningkatan kapasitas 
Kelompok Pernerhati dan Perlindungan Anak (2 .4.04.08.0 I) antara lain 
dengan memfasilitasi operasional Lernbaga Pcrlindungan Anak 
diantaranya dalarn ha! pcnanganan ka sus kckerasan terhadap anak. 

(29) Dalam rangka rnernberikan kcpastian status hukurn dan status 
kependudukan bagi setiap warga di wilayah Kabupaten Grobogan, 
pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi dan 
invcntarisasi data penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya 
berdasarkan ketcntuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku 
(penduduk dengan status anak ihu). 

(30) Dalarn rangka penycdiaan makanan tambahan anak sckoiah, 
Pemerintah Dcsa Karangpasar Kccamatan Tegowanu dapat 
menganggarkun operasional kegiatan ber upa pclatihan peningkatan 
kapasitas ibu dalarn menycdiakan gizi anak sekolah. 

(31) Dalam rangka mend ukung program Pengurangan Resiko Bcncana 
Berbasis Masyarakat (PRBBM). pernerintah desa dapat mcnganggarkan 
kagiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bcncana yang meliputi 
sosialisasi daerah rawan bcncana, pencntuan titik rawan kekeringan 
dan fasilitasi/vcrifikasi sosial korban bcncana. (BPBD). 

(32) Dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019, pernerintah Dcsa Lebak, 
Lebengjurnuk, Scdayu, Karangrejo Kccamatan Grobogan, Desa Bangsri 
Ngrandu Juworo Suru Kccarnatan Geyer, Dcsa Karanglangu, Jumo, 
Wates Kecarnatan Kedungjati, Dcsa Trowolu, Sarirejo Kee. Ngaringan. 
Desa Mojoagung, Termas, Pangkalan, Kctro, Parakan Kecamatan 
Karangrayung, Desa Tinanding.Kctangirejo, Karanggcncng, Klarnpok, 
Ketitang, Sambung Kecamatan Godong, Desa Sulursari Kecamatan 
Gabus, Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi, Dcsa Gubug, 
Jatipecaron Kecamatan Gubug, Desa Mnsi, Ringinpitu, Kapung 
Kecamatan Tanggungharjo, Dcsa Pulutan, Toko, Pcnawangan 
Kecamatan Penawangan, Desa Gebangan, Karangpasar, Tlogorcjo, 
Pepe, Kebonagung Kecarnatan Tcgowanu, Desa Dapurno, Sambirejo 
Kecarnatan Wirosari, Dcsa .Jatiharjo, .Jetaksari Kccarnatan Pulokulon, 
Desa Jono Kecamatan Tawangharjo, Dcsa Genengsari, Tunggak 
Kecarnatan Torch, Desa Kronggcn Kccamatan Brati, Dcsa Kradenan, 
Banjarsari Kccamatan Kradenan dapat menganggarkan program dan 
kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilita.si 
rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan 
rendah berupa pendampingan kcgiatan pemugaran perumahan 
penduduk miskin dan dalam pelaksanaannya agar berkoordi11asi 
dengan Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupatcn 
Grobogan. 



(33) Dalarn rangka penyelenggaraan pemilih=u Kepada Desa Serentak, 
maka bagi pernerinrah dcsa yang masa jabatan Kepala Desanya 
berakhir pada tanggal 8 Oktober 2018 dan 27 Maret 2019 agar 
mengalokasikan anggaran uncuk mendukung pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa dan penycdiaan anggaran untuk fasilitasi bantuan hukum 
penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, dcngan ketcntuan 
sebagai berikut : 
a. Biaya pcrnilihan Kcpala Desa rang dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk 
pengadaan surat suara, kotak suara, kclengkapan peralatan 
lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. 

b. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa 
adalah untuk mcndukung kcburuhan pclaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa. 

(34) mendukung terscdianya akses dan kcscmpatan pangan, pendidikan 
dan kesehatan bagi penduduk miskin di desa maeing-rnasing: 

(35) pelaksanaan pernbangunan denaan dengan strategi pro growth 
(mcmpcrtahankan pcrturnbuhan ckonnmi <fan mcnjaga kcrnungkinan 
Iaju inflasi scrta menckan tingkat pcrturnbuhan penduduk], pro poor 
(pembangunan ekonnmi ini icbih diarahkan untuk berpihak kepada 
masyarakat miskin). pro job ( member: ruang yang seluas-Iuasnya bagi 
penciptaan i<1pangan kerja khususnya bagi pengangguran lerbuka yang 
ada di desa] dan pro ennironment. [kcbijakan pcrnbangurian yang 
mendukung kelestarian lingkungan). 

(36) Guna rneningkatkan kesejahteraan rakyat , Desa dapat mengadaka.: 
kerjasarna yang didasarkan pada pcrr imbangan cfisicnsi dan cfcktifitas 
pelayanan publik serta saling rnenguntungkan. 
Kerjasarna dapat dilakukan oleh desa dengan: 
a. Desa, bcbcrapa dcaa clan/nta11 seluruh dcsa dalam satu kecamatan 

lain; 
b. Pihak keuga: dan/1Hall 
Dalam pcnyclcnggaraan pcmbangunan yang rnclibatkan bebcrapa desa 
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif 
dan efisicn, pernerintah dcss dapat mcnganggarkan program dan 
kegiatan rnelalui pola kerjasama antar dcsa dengan rnempedomani 
ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa jo. Pasal 143 sarnpai dcngan Pasal 149 Pcraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa. Apabila pemerintah desa 
membentuk badan kerjasarna. rnaka masing-rnasing pernerintah desa 
meriganggarkan dalarn APBDcsa dalam bentuk Kcgiatan yang 
pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar dcsa. 

32. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mcndanai tanggap 
darurat, penanggulangan bencana alum dan/atau bencana sosial, 
dilakukan dengan cara: 
a. Kepala Desa mcnctapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja 

tidak terduga dengan keputusan kcpala dcsa dan dibcritahukan 
kepada BPD paling lama 1 [satu) bulan terhitung sejak keputusan 
dimaksud ditetapkan; 

b. Atas dasar keputusan kcpala desa tersebut, Pcrangkat Dcsa yang 
akan bertanggungjawab Lerhaclap pelaksanaan kegiatan 
mengajukan usulan kebutuhan. 

33. Dalam rangka mendukung kcbijakan di bidang perlanian pernerintah 
desa agar menyediakan lahan pcrrnnim1 paling luas 2.000 m2 dari 
tanah kas dcsa atau sesuai hasil koo!·dinasi dcngan pcrangkat daerah 
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk 
dijadikan demplot Keddai Varictas Crnbogan, bcnih frnwang merah, 
pisang bulu, atau sesuai kcarifan lokal desa yang pclaksanaanya 
dikerjakan olch kelompok lcrni c:i dcsr,. 



34. Dalam rangka efcktilitas pemberteknan ketentuan Pasal 116 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 6 T1:1h1.in 20 M· ientang Desa dan ketentuan 
pasal 107 sarnpai dengan Pasal 1 13 Pcruturan Pemerintah Nornor 43 
Tahun 2014 terrtang Pcnnuran Pelaksanaan Undong-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 teniang Dcsa, pemer intah desa mengalokasikan anggaran 
dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk menrlanai kegiatan 
inventarisasi aset dcsa, 

35. Dalam rangka peningkatan kapnsitas Surnbcr Daya Manusia (SDM) 
bagi Pemerintah desa di bidang kcuangan dcsa, pcmerirnah dcsa 
mengalokasikan anggaran dalarn APBDcsa Tahun Anggaran 2018 
untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, 
pendidikan dan pclatih1m/peningkatilll kapasitas SOM, birnbingan 
teknis, seminar dan sejcnis lainnya. 

36. Dalam rangka mendukung implemcntasi Peraturan Presidcn Republik 
Indonesia Nornor 25 Tahun 2012 tent .. ang Gugus Tugas Pcncegahan dan 
Penanganan Pornografi, Pemcrintah Dess dapat menanggarkan dalarn 
bentuk program clan kegiatan ierkait dcngan pcmbangumu1 ketahanan 
keluarga dan gugus tugas pencegahan sert a penanganan pornografi. 

37. Pernerintah dcsa mcnsinergikan pcnganggun:in program da n kegiatan 
dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan 
nasional/daerch. antara lain: 
a. Pcncapaian SDG's, scperti: keset araan gender, pe nanggulangan 

HIV/ AIDS, malaria, penanggulangan kerniskinan, dan Akscs 
Penyandang Masalah Kcseja!11r.rnan Sosial ,;cbagaimana 
diamanatkan dalarn lnstr'uksi Pre siden Nomor :~ T'ahtrn 2C '.O 
tentang Program Pernbangunan yang Berkcadilan dan Per aturan 
Presidcn Nornor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan 
.Jangka Me ncngah N,,_sional (RPJMN) '.2015-2019, dengan uraian 
sebagai berikut: 
1) Upaya pcrceparan pengaru suvarnaan gender rnelalui 

percncanaan dan penganggarn.n responsif gender; 
2) Pengendalian clan pemberantasan mataria mernpcdornani 

Keputusan Menrcri Kcsehawn Nornor 293 'l'ahun 200<:J tentang 
Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kcsehacan Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pedoman Tata Lak sana Malaria, Keputusan 
Menreri Ke sehntan Nornor 044/Ml!:NKES/SJ</1/2007 ientang 
Pedoman Malaria dan Surat Edarnn Mcnteri Dalam Negeri 
Nornor 443.41 /465 Tahun 2010 perihul Perccpatan Eliminasi 
Malaria; 

3) Pcningkatan pelaksanaan program penanggulangan AJDS yang 
lebih interisif, mcnyeluruh, tcrpadu dan tcrkoordinasi 
mempedomani Pcraturan Prcsiden Nornor 75 Tahun 2006 
tentang Kornisi Penanggulangan AIDS Nasional clan Peraturan 
Mcnteri Dalarn Ncgeri Nomor 20 Tahun 2007 tenrang Pedornan 
Umum Pembenrukan Komisi Pcnanggulangan AIDS dan 
Pcmberdayaan Masyarakat Dalarn Rangka Penanggulangan !-!!\' 
dan AIDS di Daerah. 

b. Penyelenggaraan program Tcutara Manttnggal Mcmba."lgun Dcsa 
(TMMD) dialokasikan dalarn bentuk kcgiatan pendarnpingan. 

c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pcnggerak Pembcrdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga clengan mc,mpedomani Pcraturan Menteri 
Dalam Ncgeri Nomor I Tahun 2013 tent.ang Pcmberdayaan 
Masyarakal Mclalui Ocrakan Pernbcrdayan dan Kr::sejahteraan 
Keluarga; 

d. Pengelolaan pcncgasan bata~ dcsa scsuai amanat Peraturan 
Mentcri Dalam Negeri nomor 45 IHhun 2016 \t'ntang Pedoman 
Penetapan dan Pcnegasan Bar.as Dcsa: 
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e. Pengembangan kcarsipan di desa dalarn rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik rnempedomani arnanat Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 78 'Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di 
Lingkungan Kernenterian Dalam Ncgeri dan Pemerintah Daerah; 

f. Penyelenggaraan, pengelolaan clan pcngembangan perpustakaan 
mempedomani Unctang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan sesuai dengan standar nasiorial perpustakaan yang 
terdiri atas (1) Standar koleksi perpuatakaan; (2) Standar sarana 
dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar 
tenaga perpustakann; (5) Standar penyelcnggaraan; dan (6) Standar 
pengelolaan; 

g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-uilai Pancasila dan pendidikan 
wawasan kebangsaan dengan mempedornani Peraruran Menteri 
Dalam Ncgeri Nomor 29 Tarrun 20 l 1 ten tang Pedornan Pemerrntah 
Daerah Dalarn Rangka Revitalisasi clan Aktualisasi Nilai-Nilai 
Pancasila dan Peraturan Mcnceri Dalam Ncgeri Nomor 71 Tahun 
2012 tentang Pedornan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 

h. Penanganan faharn radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui 
rnekanismc deteksi dini dan cegah dini dengan mernpedomani 
Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2006 tcntang 
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 

i. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya 
pernberantasan dan pencegahan pcnyalahgunaan narkotika derigan 
mempedomani Instruksi Prcsiden Nornor 12 Tahun 2011 rentang 
Pelakaanaan Kebijakan clan Stratcgi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan clan Pcrcdaran Oclap Narkoba 
(P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pcnccgahan Narkoba. 

J. Penguatan kondisi kehidupan scsial kcrnasyarakatan, berbangsa 
dan berncgara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan 
kerukurian umat bcragama, tingginya rasa toleransi dan saling 
pengertian intra dan antara para pemcluk agama: 

k. Penyelcnggaraan pcningkatan Kesadaran Bela Negara 
mcmpedornani Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2011 ten tang Pedornan Pemngkatan Kesadaran Bela Negara di 
Daerah. 

I. Fasilitaei pengaduan masyarakat dan pcngernbangan akses 
informasi sccara trarisparan , ccpar, le pat dan sederhana; clan 

m. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN dengan mempedomani lnstruksi Presiden Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalarn 
Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 


